
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR     67     TAHUN2023

TENTANG

PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAII

BUPATI TABAI0NG,

Menimbang    :   a.     bahwa   dalam   rangka   menjamin   terciptanya   Arsip   yang
autentik    dan    telpercaya,     serta    untuk    memujudkan
pengelolaan Arsip yang andal,  Pemerintah Daerah memiliki
tanggungjawab   dalam   penyelenggaraan   Kearsipan   yang
komprehensif dan telpadu;

b.    bahwa  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  dan
meningkackan kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu
sistem Kearsipan Daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah
dan standar Kearsipan;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a  dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;

Mengingat        :    1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahuri 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959  tentang PenetaLpan
Undang-Undang   Darurat   Nomor  3   Tahun   1953   tentaLng
Pexpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(I+embaran-Negara  Republik  Indonesia Tahun  1953  Nomor
9),   sebagai   Undang-Undang   (I+embaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   1959  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah   beberapa  kali,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor  8  Tahun   1965   tentarig        Pemtrenmkan   Daeran
Tingkat 11 Tanah haut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah
Tingkat   11   Tabalong   Dengan   Mengubah   Undang-Undang
Nomor 27 Tahun  1959  tentang Penetapan  Undang-Undang
Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat.11. di   Kalimantan   (Lembaran   Negara   Repubnk
Indonesia  Tahun   1965  Nomor .51,  Tambahan  L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3.      Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2009  tentang Kearsipan
{Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor
152  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5071);
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4.      Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pen.bentukan   Pera-turan  Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   5234),
seba'gaimana-  telah--  diubah-  beberapa-  kali  terakhir- demgarr
Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Irembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan  Ilembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6801);

5i.      Undang-Und-ang      Ptomor      23-     Tah,un-      20]1,4      ten,tang
Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)', sebagaimana' telah diubah-
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-U-ndang  Nomor  2`  Tinun  2022  tentang
Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6-.      Peraturan   Pemerintafi   Nomor   28.   Tafiun,   20-12   ten-tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
20~1-2-  Nomor   5-3,   Tambahan  LembaraIT  Negara'  Repubtik
Indonesia Nomor 5286);

7.      Peraturan-  M.enteri  Dalam  Negeri  Nomor.  80-  Tahurr  20-1-5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tchun 2015 tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8.     Peraturan-  Daerah'  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahan
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Ilembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor  02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong. Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten  Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah-  (-Lembaran-  Daerah-  Ka-bupaten. Ta.baton.g
Tahun 2021 Nomor 03);

9T.     Peraturan-  Daerah'  Kabupaten  Tabalong  Nomor  07  Tahtm
2017    tentang    Penyelenggaraan    Kearsipan    Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tdhun   2T017   Nomor   07,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02) ;
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10.     Peraturan  Bupati Tabalong Nomor 69  Tahun  2021  tentang
Kfdudu-ken,.  Susunan  Organisasi,. 'rmgas. dan. Fungsi  serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEM'UTUSKAN:

Menetapkan    :   PERATURAN         BUPATI         TENTANG         PENGORGANISASIAN
KEARSIPAN DAERAII.

BABE
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.     Daera-h adalah Kabupaten` Tabalong.
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.     Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan  Dewan  Perwakilan

Rakyat  Daerah  dalarn  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewen-angan. Daerah.

6.     Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
7.     Arsip  adalah  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalaln  berbagai  bentuk  dan

media- sesuai- dengan- perkembangan teknologi- informasi dan komunikasi' yan'g
dibuat  dan  diterima  oleh  lembaga  negara,  pemerintahan  daerah,  lembaga
pendidikan,  perusahaan,  organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan  dan
perseorangan  dalam  percksanaan  kehi-dupan  bermasyaraEat,  berbangsa  dan
bemegara.

8.     Arsip Dinamis adalah Arsip yang digLmakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.

9.     Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki
n.ilai,   guna   kesejcharahan,    telah   ha,bin   retensinya.,    dan>   berketerangan.
dipermanenkan  yang  telah  diverifikasi  baik  secara  langsurig  maupun  tidak
langsung oleh I,embaga Kearsipan Daerah.

1-0.   Arsip Aktif adalah Arsip yan'g frckuensi pen-ggunaannya- tinggi' dan/atau tern-s
menerus.

11.   Arsip lnaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12.   Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai' kemandiriin din otoritas dalam

pelaksanaan tugas pokok,  fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
arsip dinanis.

13.   Unit  Kearsipan  adalah  satuan  kelja  pada  Pencipta  Arsip  yang  mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalani penyelenggaraan Kearsipan.

14.   Uni-t Pen.Sol-ah ad-afah. sa.tuan kery.-a, pada Peneipta Arsip. yang mempunyal, tu-gas
dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan penciptaan
Arsip di lingkungannya dan merupakan Unit Kearsipan 11.

15`.   Arsiparis adalah seseorang yang memiliki-kompetensi-di-bidang Kearsipan-yang-
diperoleh   melalui  pendidikan   forrnal   dan/atau   pendidikan   dan   pelatihan
Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan
kegi`atan Kearsi-pan

16.   Pengelola Arsip adalah Arsiparis dan/atau jabatan fungsional yang mempunyal
kompetensi di bidang Kearsipan dan dit\miuk mengelela Arsip.
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Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan- Bupati ini terdiri. alas:
a.     organisasi Kearsipan Daerah;
b.     prosedur pengelolaan Kearsipan Daerah; dan
c.      si`stem informasi-Kearsipan Daerah.

BAB 11
0RGANISASI KEARSIPAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Kearsipan Daerah

Pasal- 3

(1)    Susunan organisasi Kearsipan Daerah terdiri atas:
a.     Lembaga Kearsipan;
b.     Unit Kearsipan; dan
c.      Unit pengolah.

(2)    Struktur  organisasi  Kearsipan  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
tercantu.in, dalam. Lan`piran, I- yang merupakan bagian tidak terpisahkan- d-ari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua'
Lembaga Kearsipan

Pasal 4

(1)    Lembaga  Kearsipan  sebagaimana  dimaksud  dalarn  Pasal  3  ayat  (1)  huruf a
berkedudukan di bawah dill bertanggung Jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2)    Lembaga    Kearsjpan    dipimpin    oleh    kepala    Perangkat    Daerah    yang
menyelenggarakan urusan Kearsipan.

Pasal, 5-

Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
a.     bidang pembina-an' dan pengawasan= Kearsipan' pada Lembaga. Kearsipan- yam-g

melakukan pembinaan dan pengawasan Kearsipan;
b.     bidang   pengelolaan    Arsip    pada    Lembaga    Kearsipan    yang   melakukan

pengelolaan  Arsip  Dinamis  dengan  retensi` paling  sedikit  10  (sepuluh)  tahun
dan Arsip Statis;

c.     bidang.  teknologi  dan  informasi  pada  Lembagr  Kearsipan  yang.  menangani
teknologi informasi Kearsipan; dan

d.     unit kearsipan yang melakukan pengelolaan Kearsipan.

Pasal- 6-

Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 mempunyai tugas:
a.     mengelola Arsip statis yang diterima dari Perangkat Daerah, Lembaga Negara

di  daerah,  perusahaan,  organisasi  politik,  orgainisasi  kemasyarakatan  dan
perseorangan.,

b.     mengelola Arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat lo (sepuluh) tahun
yang berasal dari Perangkat Daerah;

c.      melaksan-akan= pembina.an> dan pengawasan, Kearsi.pan. terhad-ap. Pencipta. A-rsip
di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

d.     menyelenggarakan Kearsipan Daerah di lingkungan pemerintah Daerah.
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Bagian Ketiga
Unit Kearsi-pan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Unit Kearsipan sebagalmana. dimaksud dalam Pasal 3 ayat (.1.)-huruf b-, terdiri atas:
a.      UnitKearsipanl;
b.      Unit Kearsipan Il:
c.      Uni`t Kearsipan Ill.

Pasal 8

Pejabat   pelaksana   pada   masing-masing   Unit   Kearsipan   ditetapkan   dengan
keputusan kepala Peran,gka,t Daerah.

Paragraf 2
Unit Kearsipan I

Pasal 9

{1)-    Unit Kearsipan' I seba.gaiman'a' dimaksud-dalam Pasal-7 huruf a, dilaksan'akan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kearsipan.

(.2}.    Unit  Kearsipan- I  seba-gaimana- dimaksud- padaT ayat  (1}  dipimpin oleh- Kepala-
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kearsipan.

Pasal- 10

Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
a.     bidang yang melakukan pembinaan dan pengawasan Kearsipan;
b.     bidang  yang  melakukan  pengelolaan  Arsip  Dinamis  dengan  retensi  paling

sedikit 10 {sepuluh} tahun dan Arsip Statis;. dan
c.     bidang yang menangani teknologi informasi Kearsipan.

Pasal- 1 1

Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai
berikut:
a.     melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat

10   (sepuluh)   tahun  yang   berasal   dari   Perangkat   Daerah,   penyelenggara
Pemeri-ntah  Daerah,  Organisasi  Kemasyarakatan,  Organi'sasiT  Polltik,  Badan
Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan perseorangan yang kegiatannya
dibiayal Anggrran Pendapatan dan Belania Daerah;

b.     melaksanakan  pemusnahan  Arsip  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  untuk
Arsip yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan

c.     tugas-lain seouai den,gan keten,tunn peratu.ran, perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Kearsipanr ||

Pasal 12

Unit KearsipanJ 11. sebagainana- dimaksud dalam- Pasal 7 huruf b, dilaksanakan pada.
tingkat Organisasi Perangkat Daerah oleh:
a.     Pimpinan unit Kearsipan Il;
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Pengelolaa Pusat Arsip Inaktif /Record CerLfne/; dan
PengelQ-1a Arsip.

Pasal 13

(-1-)-    Unit Kearsipan' 11 seba'gaiman'a dinaksu'd dalam` Pasal 12' terdapat pada:'
a.     Sekretariat Daerah;
b.     Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
c.      Inspcktorat;
d.     Badan;
e.      Dines;
f.      Satuan polisi pamong praja; dan
9.     Kecanatan.

(2).    Unit Kearsipan] 11 sebagaiman.a-dimaksud-pa.da ayat (.1)-dipimpin olch:'
a.     Kepala Bagian umum sekretariat Daerah pada sekretariat Daerah;
b.     Kepala Bagian umum sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah; dan
c.     Sekretaris  pada Inspektorat,  Badali,  Dinas,  Satuan Polisi` Pamong Praj'a

dan Kecanatan.

('3).    Pen-gefo1.a pusat Arsip. Inaktif, dilaksanakan-olch:
a.     Kepala Bagian umum sekretaris Daerah pada sekretariat Daerah;
b.     Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah; dan
c.     Sekretaris  pada Inspektorat,  Badan,  Dinas,  Satuan  Polisi  Pamong Praja

dan Kecanatan.

(4)  Pengelola Arsip dilaksanakan oleh Arsiparis/Pejabat Fhngsional yang ditunjuk
oieh, pimpinan Uni-t Kearsipan, 11..

Pasal 14

Unit Kearsipan- I-I- sebaTgalmana= dimaksud- dalam Pa-sal 1.2-mempunyai-tugas sebagal.
berikut:
a.     melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.     melaksanakan standarisasi` pusat Arsip lnaktif;
c.     melaksanakan pembuatan daftar Arsip dan penyerahan duplikasi Arsip vital ke

Lembagr Kearsipan ;.
d.     menyerahkan  daftar  Arsip  untuk  kegiatan  tahun  sebelumnya  pada  bulan

keenam tahun beljalan kepada Lembaga Kearsipan;
e.     mengolah Arsip untuk di-sajikan sebagal informasi, publik;
f.      melaksanakan perlindungan dan penyelamatan Arsip vital;
9.     melaksanakan alih media/digitalisasi Arsip penting;
h.     menerima pemindahan Arsip dari unit Pengolch-ke-Unit Kearsipan';
i.      melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah  lo (sepuluh)

tahun;
j'.      menyiapkan  penyerahan  Arsi-p  Statis  oleh  pi-mpinan  Pencipta  Arsip  Eepada

Lembaga Kearsipan ;
k.     melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Kearsipan pada Unit

Pengolah;
I.      melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Kearsipan pada Unit

Kfarsipan-1[,I ke Uni-I, Kearsipan-I,I,; dan
in.    melaksanahan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.
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(2)    Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Perangkat
Daeral~

Pasal 18

Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 17 mempunyai tugas:
a.     menciptakan     Arsip,     menerima,     mendayagunakan,     menyimpan,     dan

memelihara Arsip;
b.     melafukan pengendalfan din pendistribusi-an surat masuk din surat keluar;
c.     pemindahan Arsip inaktif yang memiliki jangka waktu simpan paling lalna  10

{sepuluh) tahun berdasarkan iadwal retensi Arsip ke Unit Kearsipan;
d.     mengelola Arsip menjadi informasi Kearsipan; dan
e.     menyerahkan   daftar   Arsip   aktif   paling   lama   6   (enam)   bulan   setelah

pelaksanaan- kegiatan ke Un.it K€arsipan..

Pasal 19

{1}    Pimpinan-Unit Pengolah-sebagaimana dinaksud-dalam Pasal 17-ayat (1t hun-uf
a, mempunyal tugas sebagai berikut:
a.     melaksanakan kegiatan Kearsipan di lingkungannya;
b.     melrfukan penci-ptaan Arsi.p sesual-tugas dan fungsinya;
c.     mendisposisikan  surat  masuk,  menandatangani,  dan  memaraf  naskah

dinas;
d.     melaksanakan      pengolahan     Arsip,      menerima,      mendayagunakan,

menyimpan, dan memelihara Arsip; dan
e.     melaksanakan, penysutan/pemindahan Arsip-sesuai keten,turn-pera.tu.ran

perundang-undangan.

(-2}-    Pen-gel-ola- Arsip Akeif s'cba-gainrama dilnaksud- d-al-am Pa`sal 17- ayat (1)- huruf b,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a.     mengelola Arsip Dinamis;
b.     melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Arsip Aktif;
c.     menyediakan sarana alih media; dan
d.     melaksanakan persiapan dan koordinasi keriatan penyusutan Arsip.

(3)    Pengarah  Surat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   17  ayat  (1)  huruf  b,
mem-punyai tuga.a sebagai. berikut:
a.     mengarahkan surat masuk sesuai disposisi pimpinan;
b.     mengarahkan  dan  mengoreksi  format,   bentuk,   dan  susunan  redaksi

dalam- pembuatan naskah dines;
c.     melakukan pemarafan naskah dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

dan
d.     mencantumkan. reteusi. Arsip-atan. usia-simpan. Arsip sesuai ja.dwal reterrsi.

Arsip pada surat masuk.

(4-)-    Penata-   arsip-   seba.gaimana   dimcksud-   dalanr   Pasal   1-7   ayat   ('1)'  huruf  c-,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a.     mengolah dan menata Arsip Dinamis;
b.     mel-cksanakan  alih  med-ia Arsi.p  dengan  di-sertai` beri-ta  acara  al'in  media

Arsip;
c.     melaksanakan duplikasi Arsip vital dan menyerahkan ke Unit Kearsipan

untuk diusulkan penyerahan ke Unit Kearsipan I sesuai ketentuan;
d.     melaksanakan usulan pemindahan dalam rangka penyusutan Arsip;
e.      men-golah Arsip. m€njadi informasi Kfarsipan-;dam.
f.      melaksanakan pelayanan Arsip.
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(5)    Penerima,  pencatat,  dan  pengendali  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17
aya.t (.1`) huruf d.,. mempunyai tugas. sebagal beriku_i
a.     menerima dan meregistrasi surat masuk, melaksanakan pencatatan dan

pengendalian dalam prosedur persuratan; dan
b.     mem-buat daftar'berkas d-an isi. berkas Arsip-Aktif.

BAB Ill
pROsEDUR pENaELOLAAN KEARslpAN DAERAH

Pasal 20

{ 1-}    Pengelolaan Kearsipan-Daerah meliputi` kegiatan:'
a.     penyusunan kebijakan Kearsipan;
b.     pengelolaan sumber daya manusia bidang Kearsipan;
c.     penyerenggaraan prasarana dan sarana Kearsipan;
d.     penyediaan anggaran Kearsipan;
e.     pengelolaan Arsip statis;
f.      pengelolan Arsip Dinamis Inaktif;
9.      pengelolaan Arsip Dinamis Aktif;
h.     pem-bi.naan dan pengawasan. Kearsi-pan-; dan
i.      sistem informasi Kearsipan.

(-2t-    Pemgdola.an-  Kearsip-an-  Daerah-  sebagainarra  din'aksud-  p~ada-  ayat  ('1)- untuk
masing-masing  organisasi  Kearsipan  Daerah  tercantum  dalam  Lampiran  11
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN

Pasal 2 1

(-1).    Sistem-Imformasi Kearsipuri. terdiri atasr
a.     sistem informasi pengelolaan Arsip Dinamis; dan
b.     sistem informasi pengelolaan Arsip statis.

(2)    Sistem  Informasi  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  paling  sedikit  harus  memuat
inforrnasi terkait:
a.     tata naskah dinas;
b.     prosedur persuratan;
c.     kewenangan-pen-andatanganan, surat keluar;
d.     pendelegasian kewenangan;
e.     kewenangan akses;
f.      klasifikasi dan-penomoran. surat;
9.     retensi dan penyusutan;
h.     pemberkasan;
i-.       daltarArsi-p;
j.      daftar berkas dan isi berkas;
k.     Iokasi simpan;
I.      autentikasi ;
in.    pemanfaatan;
n.     temu kembaliArsip; dan
o.     pelayanan.

(.3)    Sistem.   inform-a=si.  pen-gelol'aan-  Arsip-  Statis.  paling  sedikit   harus.  membuat
informasi terkait:
a.     daftar Arsip statis;
b.     inventarisasi Arsip statis;
c.     temu kembali Arsip statis;
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Paragraf 4
Unit Kearsipan I.H

Pasal 15

Unit Kearsipan Ill sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 7 huruf c terdiri dari:
a.     kelurahan; dan
b.     unit pelaksana teknis daerah;

Pasal 16

{1}    Pimpinan   Unit   Kearsipan   II'r   sebagaimana-   dim-aksud   dalanr   Pasal    15
mempunyai tugas sebagai berikut:
a.     mengoordinasikan penyelenggaraan Kearsipan;
b.     mengoordinasihan  penyerahan  Arsip  statis,  dinprikasi-  Arsip  vital,  dan

daftar Arsip inaktif sesuai jadwal retensi Arsip perangkat daerah ke Unit
Kearsipan 1;

c.     mengoordinasikan   penyerahan   daftar   Arsip   untuk   kegiatan   tahun
sebelumnya  pada  bulan  keenam  tahun  berjalan  dengan  bagian  yang
menangan.i pengelolaan- Arsip; dan

d.     melaksanakan pembinaan Kearsipan di lingkungannya.

{2}    Peja-b-at pen-gelola pusat Arsip-In-aktif rmempunyai-tu'ga-sr
a.     memimpin pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan pusat Arsip Inaktif;
b.     melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pusat Arsip Inaktif;
c.     menerima pemindahan Arsip yang retensi aktifnya sudah habis dari Unit

Pengolah ke Unit Kearsipan;dan
d.    melaksanakn  kegiatan  harian  dalam  rangka  penciptaan,  penggunaan,

pemeliharaan dan penyusutan Arsip.

(3-)-  Pengelola Arsjp= mempunyail tugas sebaga±. beri.kut:
a.     menata Arsip pada pusat Arsip lnaktif;
b.     mengelola Arsip hasil pemindahan dari unit pengolah;
c-.     membuat daftar Arsip;
d.     melaksanakan   usulan   penyusutan   Arsip   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan;
e.     mercksanakan arih media arsip di-sertal berifa acara alih media Arsi`p;
f.      mengolah Arsip menjadi informasi Kearsipan; dan
a.     melaksanakan pelayanan Arsip.

Bagian Keempat
Un-i-t Pengolah

Pasal 17

{-1}    Unit   Pengrlah-   sebagaimana'  dimaksud  dalam   Pasal  3   ayat   ('1-)-  huruf  c,
dilaksanakan oleh:
a.     pimpinan unit pengolah, terdiri atas:

1.     kepala bagi'an;
2.     kepala bidang; atau
3.     kepala unit pelaksana tcknis daerah;

b.     pengelola  Pusat  Arsip  Aktif  /Cerifro!  j3Ze/,   merangkap  pengarah   surat
dilaksanakan oleh kepala subbagian umum/kepala subbagian tata usaha.

c.     penata-   Arsip.,   dilaksanakan   oleh   Arsi.paris-/peja-bat   fungsional-   yang
ditunjuk pimpinan unit pengolah; dan

d.     penerima,  pencatat,  dan  pengendali  dilaksanakan  oleh  star  pada  Unit
Pen-go-I-air.
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d.     preservasi;
e.     autentikasi;
f.      digitalisasi;
9.     informasi ekspose;
h.     penyinpanan; d-an
i.      pelayanan.

BABV
KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di  Tanjung
pada tanggal     L2c!   3;TO ,t, 3.:iL...``j`..   2ofj

BUPATI TABALONG,

TTD

ANAING SYAKI+FIANI

Diundangkan' di Tanjung.
pada  tanggal       `£:Ll    i?-.-<:3T`,.f. ,.T..;,3.=i     ;.?oi3.+

sEKRFTARIs DAERAI+ KABupATEN TABAroNG,

TTD
HAMIDA M.UNAWARAI+

BBRTA DABRAI+' KABUPATEN TABALCING TAHUN 2023~ NOMOR .. a .3


